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BABI 

PENDAHULUAN 

Maraknya aksi kekerasan dan kerusuhan massal akhir-akhir ini, membuat kita 

cukup prihatin. Dikatakan dengan istilah cukup prihatin, karena dari peristiwa yang 

begitu kecil saja, ternyata dapat memicu kerusuhan mass~t-y~hg meniinbulkan banyak 

korban, bukan hanya harta bend a, melainkan pula jiwa manusia. SeJangkan lokasi dari 

terjadinya peristiwa kerusuhan - kerusuhan tersebut merata di hampir di seluruh kota 

di Nusantara ini. Termasuk halnya di daerah Tingkat 1 Sumatera Utara tepatnya 

dibebcrapa daerah tingkat 11-nya, uimana kerusuhan tersebut diakibatkan dengan 

naiknya harga-harga kebutuhan pokok di pasaran, sehingga terdapatnya sekelompok 

orang yang bertindak tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

Tidak mengherankan j ika saja ban yak orang yang mencari penyebabnya. Ada 

sementara pendapat yang mengatakan bahwa sebagai faktor pemicunya antara lain. 

karena terjadinya kesenjangan sosial ekonomi, tersumbatnya komunikasi, atau karena 

adanya rekayasa pihak ketiga. Kecuali itu ada pula yang mengkaitkannya dengan 

makin meningkatnya suhu politik menjelang pemilu dan di masa pemilu itu sendiri, 

terlebih-lebih dengan semakin turunnya nilai rupiah terhadap dolar yang lebih dikenal 

dengan isti lah kri sis moneter. 

Menurut Jenderal Purnawirawan A.H. Nasution 

" Maraknya aksi kerusuhan yang terjadi belakangan ini di tanah air, adalah karena 

terjadinya ketidak adilan di masyarakat, tidak tegaknya hukum, adanya arogansi 
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2 

kekuasaan dari oknum aparat, tersumbatnya aspirasi masyarakat, serta adanya jurang 

antara si kaya dan si miskin ". 1 

Dalam hubungannya dengan uraian pembahasan di atas, maka membicarakan 

perihal kerusuhan ini tidak terlepas dari faktor-faktor penyulut kerusuhan itu sendiri . 

Maka dalam kedudukan yang sedemikian penghasut mempunyai kepentingan atas 

peristiwa-peristiwa kerusuhan yang ditimbulkan tersebut. 

Dalam upaya untuk mengantisipasi adanya penghasut yang bakal menyulut 

berbagai kerusuhan tersebut, maka Bapak Presiden Soeharto beberapa waktu yang lalu 

telah mengemukakan akan dibentuknya Pusat Komando (POSKO) Kewaspadaan 

Nasional, yang antara lain bertugas untuk memantau gerakan-gerakan penghasut. 

penyebar selebaran, dan sebagainya. Sebab, menurut Presiden, dengan mencermati 

detail peri sti wa kerusuhan yang terjadi belakangan ini dapat disimpulkan adanya 

kelompok-kelompok tertentu yang memang hendak menggoyang stabilitas nasional. 

Kajian skripsi ini tidaklah sedemikian luasnya, hanya saja perbandingan uraian 

di atas mendudukkan penghasut pada suatu peristiwa tindak pidana sehingga dengan 

demikian sanksi-sanksi pidana sebagaimana yang diatur oleh undang-undang perlu 

dimintakan pertanggung-jawabann ya kepada penghasut. Perihal ketentuan menghasut 

ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya pada pasal 160 

yang berbunyi '' barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan inenghasut 

supaya melakukan perbuatan pidana, mel akukan kekerasan tehadap penguasa umum 

1Harian Umum Republika, Senin 6 Januari , 1997 . hal. 8. 
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3 

atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang 

diberikan berdasar ketentuan undang-undang diancam dengan pidana penjara paling 

lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". 

A. Pengertian dan Penegasan Judul 

Adapun skripsi yang penulis ajukan ini berjudul "PENGHASUTAN YANG 

DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DI MUKA UMUM DITINJAU 

DARI PASAL 160 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA". 

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap judul di atas 

maka selanjutnya perlu pula dibuat pen·gertian dan penegasan judul tersebut secara 

etimologi (kata per kata), yaitu : 

Penghasutan berasal dari kata hasut yang berarti dengki , iri hati, asut. 2 

Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama diartikan bahwa perbuatan penghasutan 

tersebut dilakukan lebih dari satu orang. 

Di Muka Umum adalah menandakan tempat dimana penghasutan tersebut 

dilakukan. 

Ditinjau Dari berarti ditelaah dari. 3 

Pasal 60 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah salah satu pasal yang 

. ·~ ; 

terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukun; -Pidana . Dimana menurut 

terjemahan Moelyatno, berbunyi sebagai berikut : 

2Muhammad Ali, Kamus Lengkap Balw.w Indonesia Moderen . Penerbit Pustaka Amani , 
Jakarta, 1999, hal. 121. 

3lbid, hal. 30 I. 
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4 

Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya 
melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum 
atau tidak menuruti baik ketcntuan undang-undang maupun perintah jabatan 
yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang diancam dengan pidana 
penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp. 4500.4 

Dengan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa pembahasan di dalam 

skripsi ini adalah tentang bagaimana dimintakan pertanggungan-jawaban seorang 

penghasut menurut ketentuan pasal 160 KUH Pidana, dimana pertanggungan-jawaban 

tersebut timbul karena dengan perbuatan menghasut tersebut ia telah melakukan suatu 

delik pidana. 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Dipandang dari sudut perekonomian masyarakat, kerugian atas adanya 

kerusuhan sangat besar, demikian juga pembiayaan yang hams dikeluarkan oleh 

negara dalam upaya menanggu'iangi kerusuhan yang terjadi di dalam masyarakat. 

tidaklah kecil. 

Kerugian ini akan semakin terasa manakala persoalan kerusuhan itu 

menyentuh langsung kehidupan kita sendiri, baik kerugian materil, maupun kerugian 

secara immateril, dimana kerusuhan sangat merajalela tanpa dapat dikendalikan, maka 

anggapan masyarakat terhadap negara bisa bersifat negatif seolah-olah negara tidak 

dapat menegakkan hukum, tidak dapat niembina masyarakat. Polisi dianggap sebagai 

alat negara yang tidak efektif dan sebagainya yang sifatnya akan merugikan kewiba-

4 Moelyatno. Kitab Undang-U111/ang Huktll/1 Phla11a, Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta. 
1995, hal. 73. 
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waan Pemerintah. 

Maka, dalam mengantisipasi kerusuhan-kerusuhan yang timbul tersebut perlu 

dicari pemecahannya, terutama tentang sebab musabab terjadinya kerusuhan. 

Tetapi dalam hubungan yang sedemikian tetaplah kedudukan penghasut mempunyai 

peran yang utama dalam memicu timbulnya aksi masa, sehingga dengan demikian 

penghasut dapat dimintakan pertanggung-jawabannya karena perbuatan-perbuatannya. 

Yang menarik dalam pembahasan ini adalah tentang bagaimana sebenarnya 

yang dikatakan dengan penghasut itu sehingga ia dapat dimintakan pertanggung

jawaban sebab telah melanggar pasal 160 KUH Pidana. Apakah setiap aksi massa 

sering dilatar belakangi adanya seorang penghasut, atau dapatkah penghasut jika 

seseorang tersebut memang berhak atas hak-haknya tetapi cara mendapatkan haknya 

tersebut ia telah melakukan penghasutan sehingga massa ikut mendukungnya. Atau 

dapatkah semua perbuatan menghasut digolongkan kepada perbuatan pidana. 

Dengan didasari oleh alasan-alasan tersebut di atas, menguatkan penulis akan 

arti pentingnya pertanggung-jawaban seorang penghasut yang telah melanggar pasal 

160 KUH Pidana sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian usaha-usaha 

penanggulangan kerusuhan khususnya yang telah dilakukan berulang kali agar tidak 

kembali lagi terjadi. 

Alasan-alasan tersebutlah yang membuat penulis memilih skripsi ini. 

C. Permasalahan 

Adapun permasalahan yang diangkat dalam pembahasan ini adalah : 
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1. Bagaimana sebenarnya pertanggung-j awaban seorang penghasut tersebut jika 

terbukti telah rnelanggar pasal 160 KUH Pidana. 

2. Dan Bagaimana pula yang dikatakan penghasut menurut ketentuan-ketentuan 

perundang-undangan kita dewasa ini. 

D. Hipotesa 

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang dike-

mukakan. 

Kebenaran hipotesa masih memerlukan pengujian atau pembuktian dalam 

suatu penelitian yang dilakukan untuk itu, karena inti dari hipotesa adalah suatu datil 

yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya sebab masih memerlukan 

pembuktian dan pengujian. 5 

Adapun hipotesa yang diajukan sehubungan dengan permasalahan diatas 

adalah: 

1. Pertanggung-jawaban seorang penghasut apabila terbukti melanggar ketentuan 

pasal 160 KUH Pidana akan dilakukan terhadapnya sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku, tetapi meskipun demikian penghasutan di selesaikan 

dengan cara muswarah a tau juga bimbingan dan nasehat sehingga peristi wa 

penghasutan tersebut tidak tendang Jagi . 

2. Penitik beratan akan penghasutan sebenarnya diletakkan dalam masalah penjagaan 

. ..·-~, 

5Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2002, hal. 148. 
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ketertiban umum. Konsekuensi terhadap adanya penghasutan 101 senngnya 

menimbulkan aksi massa tetapi j ika aksi massa karena penghasutan ini dapat 

terkoordinir serta menjaga ketertiban umum maka dalam kapasitas yang demikian 

belum dapat dikatakan penghasut, tetapi jika ketertiban umum tidak terkendali dengan 

adanya penghasutan maka dalam hal ini telah terjadi pelanggaran pasal 160 KUH 

Pi dana. 

E. Tujuan Pembahasan 

Adapun tujuan pembahasan yang dilakukan dalam pembahasan skripsi 1!11 

adalah pada dasarnya : 

1. Sebagai suatu pemenuhan persyaratan untuk menjalani ujian skripsi ini di Fakultas 

Hukum Universitas Medan Area dalam hal mencapai gelar sarjana Hukum dengan 

program pendidikan S-1 Jurusan Hukum Pidana. 

2. Sebagai bentuk sumbangsih kepedulian penulis terhadap perkembangan hukum 

pidana secara khususnya dalam hal pelaksanaan meminta pertanggung-jawaban 

penghasut bagi lembaga-lembaga atau instansi terkait sehingga dengan hal tersebut 

tujuan dari penegakan hukum itu dapat berjalan dengan baik. 

3. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat tentang apa sebenarnya yang 

dimaksud dengan penghasut sehingga masyarakat tidak ikut-ikutan turun ke jalan 

mengadakan aksi perusakan dan tidak menjaga ketertiban umum. 
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F. Metode Pengumpulan data 

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan metode penelitian dengan 

cara: 

1. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research). 

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai 

bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dari literatur-literatur, 

peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan perkuliahan 

penulis sendiri. 

2. Metode Penelitian Lapangan (field Research) 

Pada penel itian Japangan ini penulis- tunm Tangsung pada obj ek penelitian yang 

merupakan studi kasus dalam skrips i ini yaitu pada Pengadi lan Negeri Medan baik 

, dengan wawancara maupun mempelajari kasus yang berhubungan dengan 

pembahasan skripsi penulis ini. 

G. Sistemaika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam skripsi ini penulis bagi dalam lima bab yang 

masing-masing bab terdiri dari b~berapa sub bab, yaitu : 

BAB I. PENDAHULUAN . 

Dalam bab yang pertama ini diuraikan tentang; 

Pcngerti an dan Penegasan JuduL Alasan pemilihan JuduL Permasalahan, 

Hipotesa, Tujuan Pembahasan Metode Pengumpulan Data serta 

Sistematika Penulisan. 
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BAB II. AZAS DAN DELIK YANG DIKENAL DALAM HUKUM PIDANA 

Dalam bab ini diuraikan tentang : Azas-Azas Hukum Pidana, Istilah delik 

dan Pengertian Strafbaarfeit , Jenis-Jenis Delik Pidana serta Pengertian 

Perbuatan Pidana. 

BAB III. PENGHASUT DAN PASAL 160 KUH PIDANA 

Dalam bab ini diuraikan tentang : Sejarah Ketentuan Pasal 160 KUH 

Pidana serta Beberapa Pendapat Mengenai Unsur Delik Penghasutan . 

BAB IV . AKIBA T HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHASUT AN 

YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA 
'I 

Dalam bab ini diuraikan tentang : Proses Penyidikan Terhadap Perkara 

Tindak Pi dana Penghasutan, Kendal a Yang Dihadapi Di Dalam Proses 

Penyidikan Tindak Pidana Penghasutan, Kasus dan Tanggapan Kasus. 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab yang terakhir ini penulis akan memberikan Kesimpulan dan 

Saran-Saran. 



Hendra Yuliza Situmorang - Penghasutan yang dilakukan secara Bersama Sama di Muka Umum..

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/7/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

10 

BAB II 

AZAS DAN DELIK YANG DIKENAL DALAM HUKUM PIDANA 

A. Azas-Azas Hukum Pidana 

Dengan ilmu pengetahuan hukum pidana (positif) dapat dikenal beberapa asas 

yang sangat penting untuk diketahui, karena dengan asas-asas yang ada itu kita dapat 

membuat suatu hubungan dan susunan agar hukum pidana yang berlaku dapat 

dipergunakan secara sistematis, kritis dan ham1onis. Maka pada hakekatnya dengan 

mengenal , menghubungkan dan menyusun asas di dalam ilmu hukum pidana positif 

itu, berarti pula menjalankan politik hukum pidana untuk sampai dengan membuat ius 

constituendum. 

Asas-asas hukum pidana itu dapat digolongkan atas : 

1. Azas yang telah dirumuskan di dalam KUH Pidana atau perundang-undangan 

lainnya. 

2. Azas yang tidak dirumuskan dan menjadi azas hukum pidana yang tidak tertuli s, 

a tau dianut di dalam jurisprudensi . 6 

Azas yang dirumuskan dalam perundang-undangan hukum pidana dibedakan 

menjadi tiga bagian yaitu : 

1. Azas berlakunya undang-undang hukum pidana menurut tempat, yang mempunyai 

6 Bambang Poernomo, Asas-a.ws Hukum Pidana, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, 
hal. 51. 
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arti pr;nting bagi penentuan tentang sampai di mana t\erlakunva· undanu-undan!.! 
, .. J . ' - .... ..... 

hukum pidana sesuatu negara itu berlaku apabila ter:jadi pcmhuatan pidana. 

Azas berlakunya undang-undang hukum pidana menurut waktu. yang mempunya i 

arti penting bagi penentuan saat kapan terjadinya perbuatan pidana . 

3. Azas herlakunya undang-undang hukum pidana menurut orangnya. yang 

mempunyai arti penting untuk ter:jadinya perhuatan pidana dan pcnuntutannya hagi 

seseorang dari suatu negar~1 yang berada di luar wilayah negara lain. 

Pembagian tiga azas terscbut mcnurut tcmpat (grondgeheid atau 

ruimtegeheid). menurut waktu (tijdgehied) dan menurut orang (personengehied) itu 

didasarkan atas ajaran pembagian wilayah berlakunya suatu peraturan hukum. yang 

lazim diikuti. Akan tetapi lebih baik pembagian itu cukup dipandang hanya menj~J cl i 

-
dua asas yaitu asas bcl'iakunya undang~undang hukum pidana mcnurut tcmpat dan 

waktu saja. hal ini disebabkan untuk lebih mudah menghauapi dengan masabh lain 

yang herhubungan dan scring dicamrur adukkan yaitu tcntang ajaran mengcnai tcmpat 

clan waktu terjad inya delik/perbuatan pidana. yang di dalam literatur Belanda disebut 

ya ng pcrtama ada lah .. \l 'C!I'king mn de stmfirer naar de ploots en rijd oh/11 

toepusselijkhcid \'U/7 de .lfru(ll'ef·. sedangkan yang kedua adalah ·pf({(lf.\' en tijd 1·un lie/ 

st n r (huur fL' i , ... 

Azas hukum pidana yang tidak tertulis tetapi pendapat para ahli pad<~ 

umumnya mcngakui berlakunya dalam hukum pidana. yaitu asas .. gec:n stru( :onder 

sch uld. atau timla pidana tanpa kesalalwn . Di sarnping itu juga dikenal dalam ilmu 

pengetahuan hukum pidana beherapa azas yang berlaku sangat luas tetapi. dalam 
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beberapa hal sebagai penghapusan pidana telah ada yang dirumuskan ferl1atas okh 

undang-unclang yai tu : 

1. Rechlvoordig ingsgronden (alasan pembenar), yaitu menghapuskan sifat mel a\van 

hukumnya perbuatan, sehingga menjadi perbuatan yang benar. 

Schulduit.llu iringsgronden (a lasan pemaat). yaitu menghapuskan sifat kesalahan 

dari terdak wa meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum tetapi tidak 

dipidana. 

3. On ven ·olghuarheid (alasan penghapus penuntutan). yaitu pernyataan tidak 

menuntut karcna tidak dapat diterima oleh badan penuntut umum yang di se babkan 

kont1ik kepentingan dengan lebih mengutamakan kemanfaatannya untuk tidak 

menuntut. 

A1..as kL·s,tlahan dan azas-azas penghapusan pidana yang sebagian bcsar mas ih 

be rkemban g di dalam doktrin ilmu pengetahuan itu. telah banyak para sarj ana yang 

menganjurkan untuk dirumuskan secJra tertulis di dalam undang-undang hukum 

pidana. aka n tctapi persoalannya kesulitan untuk membuat batasan berhubung deng<lll 

sib tn ya asas-asas itu tl exibel terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Kedua azas 

tentang kesal ahan dan penghapusan pidana itu mempunyai arti penting untuk 

menentukan dipidana atau tidak dipidananya seseorang meskipun telah te rbuk ti 

perbuatannya akan tetapi tidak dipenuhi unsur dari kedua asas tersebut di atas. 

B. Istilah dclik dan Pcngcrtian StratlJaarfcit 

Di dalam KUII Pidana dikcnal istilah stratbaarfe it. Pma ahli el i dalam 
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karangannya tentang hukum pidana seri1~g mempergunakan istilah delict. sedangkan 

pcmbuat undang-uiH.lang dalum mcrumuskan undang-undang mempergunakan 

beberapa istilah yaitu peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. 

Tanpa mempersoalkan perbedaan istilah seperti tcrsebut di atas. yang nantinya akan 

ditulis tersendiri . sekarang ini akan dicari pengertian dari stratbaarfeit lebih dahulu 

menurut pendarat para ahli hukum pidana Belanda. 

VOS terlcbih clahulu mengemukakan arti delict sebagai "l'uthestund-

nw.1·sigkeit " d<m delict sebagai .. We.1ensclw u". 7 

Tuthcstundmus.1·igkeit adalah kc lakuan yang mencocoki lukisan ketentuan yang 

dirumuskan da lam undang-unclang yang bersangk utan. maka disitu telah ada delict. 

Wesenschau ada lah kelak uan yang mencocoki ketentuan yang dirumuskan dalam 

undang-undang y<111 g be rsangkuta n. maka baru meru rakan del ict apabila kelakuan itu 

.. dem wcscn nach .. ya itu menurut si l~1tnya cocok dcngan makna dari ketentuan yang 

dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan. Seperti misalnya kcjahatan 

penadahan di situ tidak mungkin dimaksudkan seseorang yang telah membeli 

barangnya sendiri dari orang lain yang bcrhasil mencuri barang tersebut. karcna 

hakekat penadahan mempunyai makna yang tidak untuk mengancam pidana seseorang 

yang membeli barangnya sendiri meskipun nampaknya kelakuannya tel ah mencocoki 

rumusan undang-undang. Delict dipandang sebagai wesenschau telah diikuti oleh para 

ahli hukum pidana danjurisfrudensi Nederland dalam huhungan dengan ajaran sit~1t 

7 I bid. ha l. 86. 
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melawan hukum yang materiil . 

!3agi V< )S mem <mdang stralbaariCit mlalah suatu kelakuan manus1a yang 

diancam piclam1 oleh pcraturan undang-undang. jadi suatu kelakuan y·ang pada 

umumnya clilarang dengan ancaman pidana. 

Menurut Pompc pengertinn stratbaarfcit dibcdakan : 

I. Delini si menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma. yang dilakukan 

karena kesalahan si pelanggar dan diancam dcngan pidana untuk mcmpcrtahank an 

lata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. 

1 Dctini si mcnurut hukum positif adalah suatu kcjadian /fcit yang olch peraturan 

undang-undang dirumuskan sebagai yang dapat Jihukum. 

Sej a! an dengan dcti nisi yang mcm bcdakan an tara pengerti an menu rut teo ri 

dan menurut hub1m positif itu. juga dapat dikemukakan pandangan dari .T. E. Jonkers 

yang tclah mcmhcrikan ddinisi stralbaarfcit menjadi dua arti . 
. "''I ' 

,..;)>'" 

I. Detini si pendek adalah suatu kejadianlfeit yang - dapat diancam pi dana oleh 

undang-undang 

1 Detini si panjang atau yang !ebih mendalam adalah suatu kelakuan yang melawan 

hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat 

di pertanggung-j awabkan. 

Dari dctinisi pcndck itu dnpat ditnngkap suatu jalan pikiran bahwa pastilah 

untuk dapal dip;d,uw harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk 

undang-undang dan pcndapal umum tidak dapal mcncntukan lain daripada yang telah 

ditentukan oleh undang-undang. 
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Dengan ddinisi yang panjang akan han yak timbul persoalan mcngcnai si hit 

melawan hukum dan pertanggung-jawaban yang merupa~a~: l.msur yang tersembunyi 
~ . 

secara diam-di am dianggap ada atau selalu dirumuskan. untuk setiap kali harus 

dibuktikan yang merupakan beban yang berat bagi penuntut umum. Di samping itu 

akan dapat ditimbulkan suatu keadaan yang terdapat kelakuannya yang bersifat 

melawan hukum itu dapat diancam dengan pidana. akan tetapi terhadap si pembu atny <~ 

yang mclakukan tcrnyata tiuak (bpat dikcnai pidana. Di dalarn mcncari clcmcn y~111g 

tcrd apal di clal am stralbaarreit oleh VOS telah ditunjuk pendapat dari Simons yang 

menyatakan bahwa suatu strat1laarfcit adalah pcrbuatan yang mclawan hul-:um ck ng<m 

kesal ahan yan g dilak ukan okh orang yang dapal dipertanggung-jm\'ab kan. 0dri 

pengertian 1111 dapat dikatakan suatu stratbaarfci t mcmpunya1 clcmcn 

wederrechtelijk he id dan sch uld. 

Jadi _jc las b<1hwa pengertian strat11aarfeit mcmpunyai dua arti y<}_i tu_mcnunjuk 

kepada perbuatan yang diancam dengan pi dana oleh undang-undang. dan menunj uk 

kcpada perbuatan (yang mela\van hukum) yang dilakukan dengan kesal ahan olch 

orang yang dap<1t dipertanggung-_j awabkan. Hal ini sesuai dengan pandangan dari 

l\m1JX' yang mcn yd1utbn dctini si mcnmut hukum positif dan mcnurut tcori. 

sedangkan hagi Jonkers menyehutkan sebagai de!inisi pendek dan ddinisi 

panjang/mcndalam. Bagi Yos lcbih mcnjurus k~padu pcngertian strnt11aarfcit dnlam 

arti menurut hu kum positii' atau delinisi pend ek. hal ini akan berbeda dengan Simons 

yang mcmbcrikan pengenian sti:atbaarfcit dalam arti menurut tcori atau dctinisi yang 

panjang I mendalam . 
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Dcfinisi yang panJang mcmang terlalu luas karcna mencakup tinjauan 

ll:rhmlap perbualan yang dapal dipidana dan mengenai hal dapal dipidananya si 

pcmbuat. Untuk itu perlu perhatian yang_istimewa. apabila orang akan rncnyalin at~1u 

mentcljcnwhbn yang bl:rsangkutan akan mcmbawa konsekv\ensi memilih di<mlm<l 

beberapa pengertian yang telah ada. 

C. .Jcnis-.Jcnis Dclik Pidana 

Delik dapat dikenal dari 
. . 
JCI1lS-JC111Sl1ya yang dibedakan menurul 

penggolongan di dalam KlJH Pidana. yang tcrdiri atas kejahatan (misdrijven) dan 

pelanggaran (m ertredingen). Penggolongan alas kejahatan dan pelanggaran itu 

Jidasarkan pl:ncmpatannya. yaitu untuk kcjahatan disusun di dalam Buku !I KLJ!I 

Pidana dan pc langgaran disusun di dalam Buku III KUH Pidana. Undang-undang 

h~1ny<1 mcmhcrik,ln pcnggolongan kc_jahatan dan pclanggaran. akan tctnpi tidak 

memberikan <ll·ti yang _jclas. Mvt yang terdapat di Negeri Belanda membuat ukuran 

kcjahatan dan pelanggaran itu atas dasar teoritis bahwa kejahatan adalah 

rechtsde!icten. sedangkan pelanggaran adalah wetsdelicten. Ilmu pengetahuan 

menjelaskan bahwa rechtsdelicten adalah perbuatan dalam keinsyafan batin manusia 

dirasakan sebagai perbuatan ticlak adil dan di samping itu juga sebagai perbuatan tidak 

adi\ menurut Ll'1dang-undang. scdangkan wetsdelictcn. mcrupakan perbuatan yang 

mcnurut kcinsyaL111 lx1tin nwnusia tidak dirasabn sebagai perbuatan tidak adil. tetapi 

baru dirasakan scbagai pcrbuatan tcrlarang karcna unclang-undang mengancam dcngan 

pidana. .ladi andaikata belum dilarang oleh Undang-Undang. akan tetapi o!eh 
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masyarak at telah dirasakan se bagai suatu perbuatan yang onrecht maka di situ terdapat 

rechtdelictem scbagai kej ahatan . mi salnya pembunuhan. pencunan. dan lain 

sebagainya. Scbaliknya bagi perbuatan yang ol eh karena dilarang dan diancam dengan 

pidana menurut ketentuan undang-undang itu. barul ah perbuatan itu bc11entangan 

dengan hukum . karena masyarakat sebelumnya tidak menganggap demiki an. misa ln ya 

\arangan de ngan rambu-rambu \alu lintas. peraturan lalu lintas untuk memakai jalan di 

jalur sebclah ki r; bagi pengcndara dan lain scbagainya. 

Pcrkcmbangan ilmu pcngctahuan mcncoba untuk membe rikan uku ran alas 

perbedaan dari kejahatan dan pclanggaran scbag8i bcrikut : 

I. Kcjahatan adalah criminccl - onrccht dan pclanggaran adalah politi c - omcch t. 

Criminccl omccht itu mcrupakan pcrbuatan yang bcrtcntangan dcngc1n 

kepentingan hukum. Politic onrccht itu mcrupakan pcrbuatan yang tidak mcntaat i 

larangan atau kcharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Adapul a 

kemungkinan pendapat lain yang memberikan at1i criminel onrec ht sebagai 

perbuatan bertentangan dengan norma-norma menurut kebudayaan atau keadil an 

yang ·ditcntukan oleh Tuhan atau mcmbahaya k<ln ki~~ingan ht1kum. scdangbn 

arti politi c onrccht sebagai pcrbuatan yang pada umumnya menitik beratkan el i 

lantng okh pcraturan pcnguasa atau ncgara. 

2. Kejahatan adalah mcmperkosa suatu kepcntingan hukum (krenkings delictcn ) 

seperti pcmbunuhan. pencurian dan sebagainya atau juga membahayakan suatu 

kepcntingan hukum dalam pengertian yang konkrit scperti pasal 489 K U H Pi dana 

tentang kenakalan terh adap orang atau barang. pasal 497 KUH Pidana tentang 
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mcmhahayakan kcpentingan umum akan hahaya kebakaran. Scdangkan 

pelanggaran adalah hanya membahayakan kepentingan hukum dalam arti yang J 

ahstrak . scpcrti penghasutan dan sumpah palsu. Namun kadang-kadang dapat 

dikatakan hah wa sumpah palsu itujuga termas uk kejahatan. 
•, ·~ . 

3. Kej aha tan dan pc langgaran i tu d i bed aka n karen a si ta~/dan hakckatn ya hnhcd ~1 

seperti ukuran perbedaan yang telah diuraikan terdahulu , akan tetapi ada pula 

ukuran perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas hahwa pclanggaran 

itu dipandang dari sudut kriminologi tidak begitu berat dipandang dengan 

kejahatan. Perbedaan yang demikian itu disehut perbedaan secm·a kwalitatif dan 

kwanti tati r. 

Si stem KU I I Pidana ada kecendcrungan untuk mcngikuti panda 11gan 

kwantitatip. sekalipun aua penyimpangannya dalam heherapa hal k e_j~lhat ~lll cl~lll 

pclanggar<lll mcmpunyai ckr<ljat yang sama. lkbcrapa ketcntu8n KlJ H Pidan a yan g 

mengandung ukuran secara hvantitatip adalah : 

I. Pcrcobaan atau pcmbantuan ctalam pclanggaran tidak dipidana (pasal 54. 60 Kl i ll 

Pidana). meskipun terdapat ketentuan yang menyimpang bagi percobaan kej ahatan 

penganiayaan tidak dipidanajuga (pasal 351 ayat 5 KUH Pidana). 

' Daluwarsa bagi pel angg,mm ditentukan lebih pendek dibandingkan dengan 

kejahatan. kecuali bagi kejahatan dcngan percetakan (pasa l 78 KUH Pidana). 

3. Bagi pengurus atau anggota pengurus atau komi saris yang tidak ikut melakukan 

pclanggaran tidak dipidana. sehingga kctentuan ini tidak tcrdapat di dal am hal 

let:jadi kejahatan (pasal 59 KUH Pidana) . 
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4. Kewenangan menuntut pelanggaran menjaui hapus apabila telah dibay<tr 

maksimum denda dan biaya pcrkara scbagai sistcm penebusan (pasal 82 KlJII 

Pidana). 

5. Dalam hal terjadi perbarengan atas pelanggaran berlaku sistem pidana kumulasi 

murni yang tiap-tiap pelanggaran dijatuhi pi·darra sendiri-sendiri (pasal 70 ayat 

dan 2 KUH Pidana). 

6. Dalam hal perampasan barang karena pelanggaran hanya boleh dilakukan apabila 

tidak ditentubn dengan tcgas olch undang-undang (pasal 39 ayat 2 KUI-1 Pidana). 

Ukuran perbedaan atas pembagian kejahatan dan pelanggaran ternyata tidak 

ada pedoman y<mg umum. pcrbedaan dapat ditentukan dcngan cara bcrancka-ragam. 

olch karcna itu mcnurut bebcrapa orang ahli antara lain Jonkers mengusulbn untuk 

dihapuskan. Ada scgi kebaikann):a untuk meniadakan jenis pelanggaran dan kcjahatan. 

asalkan penghapusan itu menyeluruh dalam bidang hukum pidana maupun hukum 

acara pidana y<-Llg ada akibat hukumnya bagi proses perkara rol dan kejahatan ringan 

ya ng tersebut pada pasal-pasal: 302. 315. 352. 364. 373. 379. 382. 384 dan 407 KUH 

Pidana. Pertanda dari kejahatan ringan adalah karena sifat dari perhuatan yang 

sedemikian rupa tidak ada keadaan yang. berat. atau nilai harga barang. tidak lebih dari 

dua ratLts lim<~ puluh rupiah. ataupun b\alifikasinya pcrbuatan tidak scpcrti kcj<~hatan 

hi<JS<I. Dapat kita lihat. untuk ukuran kejahatan ringan antara yang disehut di dabm 

pasal-pasal 302. ] 15. 352. 364 tidak tcrdapat keasamaan. Schuhungan pcmhagian atas 

kejahatan hiasa dan kejahatan ringan tidak mempunyai ukuran yang sama. m<Jka 

pcrsoalannyapun tidak jauh bcrbcda dcngan pcmbagian kejahatan dan pclanggaran. 
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sehingga perlu dipersoalkan bagi .kemanfaatan untuk menghapuskan adanya kejahatan 

ringan. Ditinjau dari bentuk isi kejahatannya masih dimungkinkan te1jadi di dalam 

kenyataan masyarakat. namun cukup bentuk kejahatan yang demikian itu dipidana 

lcbih ringan tanpa cmberikan kwalifikasi ·· ringan ··. Di dalam hal-hal tertentu 

kejahatan biasa tidak dapat dipisahkan dari kejahatan ringan. seperti pencuri pemutus 

kalung imitasi d~1ri scorang \vanita dcngan .ialan mclctakkkan pisau di antara rantai 

kalung dengan khcr atau karenJ kalung bergerigi yang ditarik. dengan akibut lub-

luka. maka tcrpenuhil ah pasal 364 akan tctapi juga dapat terkena pasal 360 jo 365 

KUH Pidana. Pernah te1jadi putusun dari Landraad di Kudus dalam keputusannya 

tanggal 22 .Januari 1918 bahwa pcncurian atas barang yang harganya tidak lcbih dari 

uua puluh lima rupiah yang di lakukan paua waktu siang hari di dalam sebuah rumuh 

mcrupakan pcncuri an ringan. mcskipun kcjadian di d~dam rumah tidak ll1L'Illi.'llllhi 

syarat yang ditentukan oleh pasal 364 KU!-1 Pidana. 

Mcnurut sejarahnya dan pcrbandingan dcngan pembagian jenis dclik eli 

beberapa negara. memang tidak ada kesamaan dan selalu mengalam! perkembangan 

pcrobahan. scpcrti pada Hukum Jerman Kuno. membcdakan delik mcnjadi in sclccta 

delicta, t1agitia delicta dan in leviora delicta. 

..~ ' .. 
Di luar delik yang diatur dalam KUH Pidana itu. 'l,.;a,sih dikenal delik mcnurut 

p~mbaginn pt:mhaginn ilmu pengetahuan yang terdiri atas: 

I. Doleuse delictcn dan culposc delictcn 

Doleuse delicten adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang 

dilakukan dengan sengaja. Rumusan undang-undang mcmpergunakan kalimat 
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opzettel i.i k. akan tetapi .1 uga d i kenai sebagai perbuatcm yang di lakukan karen a 

dolus atau op;.et. seperti misalnya pasal :nx Kllll Pidana. 

Culpose delicten adalah perbuatan yang dilarang dan cliancam dengan pid ana yang 

di I akukan dengan keal paan. Rumusan undang-undang mem perglmakan kal i mat 

schuld. seperti mi salnya pasal 359 KUH Pidana. 

1 Formcle del icten dan materiek del icten . 

0 ""~' " 

Formele delic ten ada lah rumusan undang-undang ya_ng"h1eni tik beratkan kelakuan 

yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. seperti misalnya pasal 362K UII 

Pidana tentang pencurian. 

Matericlc dcli ctcn adal~1h rumusan undang-undang yang mcniti k bcratkan akih<tt 

yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. seperti misaln va 

pasal 351 kuh pidana tentang. penganiayaan. 

3. Commissie de licten dan omissie delicten 

Commisi e de licten atau delicta commtstonts adalah delict yang tcrjadi karcna 

suatu perbuatan seseorang. yang dapat meliputi bagi delict formil dan delict 

materiel. ya itu di dalam pasal 362 dan pasa l 378 K UH Pidana. 

Omiss ie deli cten atau de licta omissi onis ada lah yang tetj adi karena seseorang ti dak 

bcrbuat scsuatu . dan biasanya tm:nq1akan delic-t formil. yaitu di dalam pasal 22-+ 

K UI-1 Pid ana tentang orang yang tidak memenuhi panggilan pengadilan. 

Pcrhedaan antara kcdua macam dclik itu scring dikatakan bahwa. commi ss ic 

delicten mnupakan delik buena berbuat een doen. yang dil akukan dengan 

mclanggar larangan/verbood. 
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Sedangkan umJ SS Je delicten ·merupakan delik karena tidak berbuat/een natakn. 

yang dilakukan melanggar keharusan/gebod. 

4. Zel fs tandige deli cten dan voortgezette delictcn. 

Zel fs tandige deli cten adalah deli k yang berdiri sendiri yang terdiri atas satu 

perbuatan tertentu. 

Voorgezette del ic ten ada lah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan berlanju t. 

Pembagi an de lik ini diperlukan untuk kcpetHingan sistem penerapan pcnj atuhan 

pidana. seperti ketentuan yang cliatur di dalam pasal 64 tentang perbuatan berlanjut 

dan pasal 65 tentang perbarengan perbuatan dari bab concursus KU H Pidana . 

5. Afl opemk delictcn dan voordurcnde delicten. 

Atl opende dcl icten adalah delik yang terdiri atas kelakuan untuk berbuat atau ti clak 

berbuat (een doen of natalen) dan delik telah selesai ketika dil akukan. sepcrti 

mi sal nya kejahatan tentang penghasutan. pembunuhan. pembakaran dan 

sebagain ya. ataupun pasal 330 dan pasal 529 KUH Pidana. 

Voordurcndc delicten adalah delik yang terdiri atas melangsungkan atau 

membiarbn suatu keadaan yang terlarang. wa laupun keadaan itu pada mulan ya 

ditimbulkan untuk sekali perbuatan. 

6. Enkclvoud igc dcli ctcn dan sa mengestelcl e deli ctcn . 

Lnkelvoud igc dclictcn mcmpunyni arli yang dubicus (kesamaa n) dengan atlopendc 

deli ctcn ) <t itu dclik ya ng selesa i dcngan satu kel akuan . 

SamenQeste lde dc licten adal ah delik vanQ terdiri atas lebih dari satu perbuatan. 
~ . ~ 

Ada juga yang menyebut de ngan coll ec tive de licten . Deli k ini pacta umumn y<1 
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menyangkut ke_jahatan karena mata pencaharian atau karena kebiasaan atau karena 

pekcr_jaan. misalnya pasal 480 - 481 tentang penadahan. pasal 512- 512 a tcntang 

melakukan peketjaan harus dengan kewenangan untuk peketjaan itu atau praktek 

dokter tanpa ijin_ dan bebcrapa golongan bcdri_jfsdelicten atau berocpsdelicten 

yaitu pasal-pasal 295. 296. 299. 303 mengenai kejahatan memudahkan perbuatan 

cabul. nletnbcrikan obat untuk pcngguguran kandungan dan per:judian. 

7. Eenvoudigc deli cten dan gekwaliliceerde delicten . 

Eenvoudigc dclicten adalah dclik biasa. yang dilawankan dcngan gckwaliticccrclc 

delicten yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok disertai unsur yang 

membcratbn_ atau juga disebut gcprivilcgiccrde dclictcn yaitu dclik y<mg 

mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur yang meringankan. 

Gckwalificccrclc dclictcn antara lain tcrscbut dalam pasal 362 KUI-1 Pidana sebagai 

eenvoudigc del ik men_iadi hentuk pasal 363 dengan disertai pemberatan pidana 

karcna adanya syarat-syarat tcrtl'ntu_ Dcmikian juga pasal 365 tcrhadap pasal 3<J:2_ 

dimana pasal yang terdahulu mengatur pemberatan dari pasal yang kemudian. 

Geprivilegierde delicten antara lain tersebut dalam pasal 341 lebih ringan daripada 

pasal 342. pasal 338 lebih ringan daripada pasal 340 dan 339, .pasal 308 lehih 

ringan daripada pasal 305 dan 306 dan lain sebagainya. 

8. Politieke delicten dan commune delicten. 

Politickc dclictcn adalah dclik yang dilakukan karcri~~~danya unsur pulitik. yang 

dapat dibedakan menjadi : 

a. Zuivere politieke delicten yang merupakan ke_jahatan hoogvcrraad dan 
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2-l 

, landvcrraad sebagaimana diatur dalam pasal 104 - 110 (pcngkianatan intern ) 

dan pasal 121. 124. 126 (pengkhianatan extern). 

b. Gemcngde politieke delicten yang merupakan pencunan terhadap dokumcn 

negara dan 

c. Connexe politicke dclictcn yang merupakan kejahatan menycmbun yikan 

senjata . 

Commune dclicten adalah dclik yang ditujukan kepada kejahatan yang tidak 

termasu~· keamanan ncgara. misalnya penggelapan. pencunan dan lain 

scbagainya. 

9. Delicta Propria dan commune delicten 

Delicta Propria adalah ck1ik yang dilakukan hanya oleh orang tcrtentu karcna suatu 

kwalitas. misalnya delik jabatan dan delik militer. 

Commune dcli cten adalah delik yang dapat dilakukan olch setiap orang pada 

umumnya. 

I 0. Delict yang ditentukan mcnmut pcnggolongan kcpcntingan huku1n ~ a11g 

dilindungi . 

Pcnggolongan delik bcrdasarkan kcpcntingan hukum yang dilindungi. misalnya 

delik aduan. Jelik harta kekayaan Jan lain sebagainya. 

D. Pcngcrtian Pcrbuatan Pidana 

Pcrbuatan pidana aclalah suatu istil ah yang mcnganclung suatu pcngcrtian 

dasar dalam ilmu hukum pidana. sebagai istilah yang dibenluk dengan kesadanlli 
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dalam memberikan ciri tertentu pacta peristiwa hukum pidana. Perbuatan pidana 

merupakan pengertian yang abstrak dari pcristiwa-peristiwa yang konkrit dalam 

lapangan hukum pidana. sehingga perbuatan pidana haruslah sebagai suatu pengertian 

yang bersifat il:niah yang harus ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahk an 

dengan istilah yang dipakai dalam kehidupan masyarakat. Ada kalanya istilah dalam 

pengertian hukum tel ah menjadi istilah dalam kehidupan masyarakat. atau sebaliknya 

istilah dalam kehi dupan masyarakat yang dipergunakan sehari-hari dapat menjacli 

istilah dalam pengcrtian hukum. misalnya istilah pcrcobaan se tigaja dan lain 

sebagainya. Sebelum menjelaskan arti rentingnya istilah perhuatan pidan~t sebagai 

pengertian hukum. terlebih dahulu ctibentangkan tentang pemakaian istilah perbuatan 

pidana yang beraneka ragam. 

Di dalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana (di dalam 

Undang-Undang Darurat 1951 No. I). peristiwa pidana ( di dalam Konstitusi RIS 

maupun Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950). dan tindak pidana sebagai 

istilah yang serin g dipergunakan dalam Undang-Undang pemberantasan sub\'e rsi. 

korupsi dan lain sebagainya. Scdangkan di dalam beberapa literature sering dipakai 

istilah pelanggaran pidana. perbuatan yang boleh dihukum. perkara hukuman perdata 

dan lain scbagainya. Di dalam ilmu pcngctahuan hukum secm·a universal dikcnal 

dengan istilah delik. 

Maksud diadakannya istilah perbuatan pidana. peristiwa tindak pidana dan 

sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing stralbaar kit. 

Namun bclum ,iclas apakah eli samping ·mcngalihkiln bahasa dari istilah stratbaar fcit 
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itu. dimaksudkan untuk mengalihkan makna dari pengertiannya juga. Oleh karena 

sebagian besar ahli hukum di dalam karangannya helum dengan jelas dan terpcrinci 

menerangkan pengambil alihan pengertiannya istilah. di sampmg sekedar 

mengalihkan bahasanya. hal 1111 yang merupakan pokok pangkal perbedaan 

pandangan. Dipandang dari sudut pengalihan pengertian inilah yang banyak 

mcnimbulkan pcrsoa lan. dimana masing-masing pihak seolah-olah mempunya i 

perbedaanjauh seperti antara bumi dan langit. Apakuh teijadinya perbeda;m istilah itu 

membawa kibat pula berbedanya pengertian hukum yang terkandung di dalamnya. 

Memang dcmikian lah pada umumn:a. namuntidak mutlak bahvva adanya istilah yang 

berbecla sc Iaman ya mcst i pcngcrt ian nya bcrbecla. sepcrti i m i sal nya an tara staf dan 

maatregel. adalah berbeda. sedangkan antara beveiligingsmaatregel dan maatregel 

adalah sama. mekipun kesemuanya itumenyangkut sanksi hukum pidana. 

Selain itu ditengah-tengah masyarakal juga dikenal istilah kejahatan yang 

menunjukkan pen gertian pcrbuatan melanggar norma dengan mendapat 1·eaksi 

masyarakat mclalui putusan hakim agar di.iatuhi pidana. dan masih ada lagi istilah · 

kcjahatan ·· mcnurut arti kriminologi. ya ng tcrakhir ini batas-batasnya tcrlampau luas 

karena mencakup semua perbuatan tercela atau tidak susila. Kejahatan dalam arti 

hukum yang dipakai sehari-hari olch masyarakat itu tidak lebih dari arti pcrbuatan 

pi dana. 

Apakah isi pengertian dari perbuatan pidana itu sama dengan stratllaar fcit '? 

Pada mulanya memang perbuatan pidana tidak lain adalah merupakan alih bahasa dari 

stratbaar feit. akan tctapi selanjutnya tcntang isi pcngertLghnya timbul di antara para 
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satj ana hukum . 

Secara terbuka dalam forum ilmiah telah dikemukakan oleh Prof. Moeljatno 

SH. pacl a upacara per ingatan dies Natalies ke-6 Uni versitas Gajah Mada: 

Bahwa ji ka menghadapi suat u kata majemuk perbuatan pidana. pokok pengertian 
harus mengcn ai kala yang pertanw. di sini perbuatan dan tak mungkin 111en getwi 
orang yang melakukan perbuatan. yaitu di se babkan karena orang yang mel akukan 
tidak di sebu t di situ. sekali pun ha rus diakui kebenaran ucapan van 1--lattum. balm·a 
antara perbuatan dan orang yang berbuat ada hubungan yang erat dan tak 
mungkin dipisah-pisahkan . M<1ka dari itu perbuatan piclana dapat diheri Jrti 
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. barang siapa mel anggar 
larangan tersebut. Dengan demikian pokok rcngcrtian tctap pada perbuatan. bta 
yang pertama dari yang majcmuk tadi. Apakah inkonkrito yang melakukan 
perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak. itu slldah eli luar e~t i 

perhuatan pi dana. x 

Kiranya dengan jelas dapat dicari arah pandangan Moeljatno it u. tidak lain 

adalah membcrikan pengertian pcrbuatan ridana sesuai ,-9engan arti strathwr fcit 

dalam delin is i menurut hukum positif~1tau detlnisi pendek. Bagi VOS memandang 

dcfini si stratbaar fcit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana olch 

peraturan undang-undang. jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan 

ancaman pidana. Tcrhadap apa yang dimaksucl dcngan stratbaar fc it. adalah scbaga i 

!c it yang oleh pe raturan undang-unda ng dirumuskan sebagai pe rbuatan yan g d<lpal 

dihukum atau !Cit yang dapat diancam pidana olch undang-unclang. 

J ad i apabi I a rumusan stra lbaar rei t dari Si mons di perband ingkan dengan 

Pom pe. d it i n.i au dari segi kepustakaan dapat d i katakan bahwa Simons mcm punyai 

pandangan kl as ik atau tradi sional. sedangkan pompe menganut pandangan baru yang 

x Ib id. hal. 123. 
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tcl<~h bcrkcmh<tng. Namun da pat pula dikatakan pandangan Simons masih mempunyai 

arti dalam doktrin ilmu pcngetahuan hukum pidana. 

Konsck wcnsi dari rumusan strafhaar fait menurut pandangan Pompe . .T onkers 

dan Vos mak<t di situ telah tumbuh r emikiran bant bahwa perlu adanya pcmi sahan 

antara de strathaarheit van het fei.t dan de stratbaarheid van de dader. Dengan kata lain 

tumbuh pemikiran baru tcntang pcmi sahan antara perbuatan yang dil arang dengan 

ancaman pidana dan orang yang melanggar larangan yang dapat dipidana. yaitu di satu 

pihak tcntang pcrbuatan pidana dan di lain pihak tcntang keschatan. 
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BAB Ill 

PENGHASUT DAN PASAL 160 KUH PIDANA 

A. Sejarah Ketcntuan Pasal 160 KUH Pidana 

Pasal 160 kuh pidana mcnurut tetj emahan Moeljatno. berbunyi sebagai 

berikut : .. Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya 

melakukan pcrbuatan pidana. melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau 

tidak menuruti bai k ketcntuan unciang-undang nwupun perintah jabatan yang diberikan 

berdasar ketentuan undang-undang diancam dengan pidana penjara paling lama enam 

tahun atau denda paling banyak Rp . 4500.- 9 

Kctcntuan pasal 160 Klil-1 Pidana ini diatur dalam Bab V dari Buku li KUII 

Pidana. ya itu bab-bab tcntang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (mi sdrijven 

tegen de opcnbaar orde ). 

Apabila kita bandingkan antara tindak pidana yang diatur dalam Bah V Buku 

II KUH Pidana kita dengan tindak pidana yang diatur dalam bagian yang sama pada 

KU!-1 pidana Belanda (pasal 131 WV S). maka terlihat bahwa tindak pidana yang 

diatur dalam pasal 160 KUI-! Pidana kita tersebut merupakan tindak pidana yang 

pertama yang diatur <.I a lam Bab V Buku I! KU! -1 Pi dana Belanda. Sedangkan di dalam 

KUH Pidana ki ta sendiri. justru scbaliknya. sebab scbelum ketentuan pasal 160 KLIH 

Pidana kita. sudah diatur beberapa jenis tindak pidana terhadap ketertihan umum 

'' Moe lj atno. Loc.Cit . 

-~~ . 
, ,;;}/" 
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(pasal 154- 159 KLJ 11 Piclana ). Dan bagian tcrakhir ini. tidak kita temukan clnlam Bnb 

V 13uku II Kl lll J>idana lklanda). 111 

Berkenaan dengan hal tersebut. maka Wirjono Prodjodikoro. menyatakan 

bahwa .. tindak pidana pengh asutan ini (opruiing. pasal 160 KUH Pidana) mcrupakan 

yang paling penting dalam Bab V Buku ll KUH Pidana ... 11 

Perbedaan lain antara KUH Pidana kita dengan Belanda adal ah. bah wa di 

dalam KUH Pidana Belanda hanya ada dua macam perbuatan yang diharapkan okh si 

penghasut. yaitu untuk melakukan tindak pidana (tot eening stratbam· feit) dan untuk 

melakukan kekerasan terhacbp pcnguasa umum (tot geweld dadig optreden tegen hct 

openhaar gezag). 

Sedangkan di dalam KUH Pidana kita ada tiga macam. yaitu se lain cl ua hJI 

yang disebutkan di muka. ditamhah dengan supaya tidak mentaati haik ketcn tuan 

undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang
. ·~ 

undang (tot eening andere ongehoorzaamheid .. hetzij aa~; ··'~en wettelijk voorsc hrift. 

hetzij aan een krachtens wettelijk voorschrift gegeven ambtelijk beve l) . 

.ladi . yang ketiga ini . hanya her laku khusus untuk Indones ia. 

Sesungguhnya. di Belanda pun mula-mula hanya ada satu. yaitu men ghasut 

untu k mel akukan ti ndak pidana. Scdangkan ya ng kedua (untuk melakukan kekerasa n 

111 P A F. Lam i ntang, Delik-Delik Khusus, K eja/wtan-Kejahatan Terlwdap K epenti11~1111 
1-/ukum Negara . Penerb it Sinar Baru . Bandung. 1997. hal. 490. 

11 R. Wirjono Prodjodi ko ro. Ti11dak-Tindak Pidtma Tertentu di Indonesia . Penerbit PT. 
Eresco. Bandung. 2000. hal. 157 . 
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terhadap penguasa umum) merupakan penambahan yang dil akukan pada tahun !920. 

penambahan mana oleh Van Bummclcn dikatakan. ·· kecil sekali artinya. karena bolch 
I ""J' • • 

di katakan bahw:1. hampir tidak ada perbuatan melakukat1 kekerasan terhadap penguasa 

umum yang tidak meru pakan tindak pidana ··. 12 

Se lanj utn ya pada tahun 195 4 di Belanda. di adakan pula penambah cm 

mengcnai ca ra untuk menghasut terse but. yan g scmula hanya ada dua. ya itu dengan 

lisan dan tuli san. ditambah lagi dengan lukisan. 

Khusus cara yang ketiga ini. tidak dikcnal di dalam KUH Pi dana kita. apak ah 

karena mungkin cara ini dianggap sudah termasuk dengan tulisan. atau karena cma ini 

terlalu susah untuk dibayangkan . 

Menurut R. So~s ilo ·· dalam arti clengan tulisan ini tidak termasuk suatu gamb e1 r. 

karena gam bar ya ng bersi t~tt mcnghasut sangat sukar untuk dipikirkan ··. 1
; 

/\dapun alasan penamh<than yang dikehendaki oleh penghasuL _d:..t ri semllit~ 

hanya ada dua macam. menjadi tiga macam sepcrti dalam KUI-1 Pidan a ki ta sckarang 

adalah buena atas dasar hubungan kolonial ~ koloniale verhoudingen) . 

Lagi pula. mcnmut pendapat pcmerint <J h Bclanda waktu itu. tindak pidamt 

penghasutan ini. lcbih hcsar kemungkinan terj adinya di negara kita sebaga i negarci 

jajahan. daripada di belanda scndiri . 

Oleh i--an~n a kdentuan pasal 160 KUH Pidana tersebut berbau kol oni al 

" Mo.: l_ia lno. 1\eja/wtall-1\t!jalwtu/1 Terluulap h·erertihun L/11111111 . Penerb il 13ina ;\ks<tr~l. 
J~tbna. 200-1 . hal. --12 ---1 3. 

1
' R. So.:sil o. 1\U/-/P Serra 1\omelltar-Aomentamy a. Penerb it Pol iteia. Bogor. 1995. hal. 15(>. 
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' ') -'-

sebagaimana uiterangkan di alas. maka Witjono Prodjodikoro. mantan Ketua 

Mahkanwh Agung Rcpublik Indonesia. 1~1cngus~Jikan agar kctcntuan pasal -160 KUII 

Pidana tersebut perlu diperbaharui atau ditinjau kembali . 14 

Kenyataan di alas. antara lain mcnjadi pcrtimhangan Majclis Hakim Agung 

dalam perkara Muchatar Pakpahan. perkara pidana No. 395 K/Pid/1995 tanggal 29 

September 1995 yang telah memhchaskan terdakwa dari semua dakwaan pcnuntut 

umum (vij spraak ). 1

' 

Meskipun kemudi an putusan tersebut tidak bcrtahan lama. Dan hanya dalam tempo 

satu tahun dua pu luh enam hari. putusan tersebut telah dibatalkan oleh mjelis Hakim 

Agung dal am peninjauan kemhali sesuai dengan perkara No. 55 PK/Pid/1996 tangga l 

25 oktober 1996. I ~> 

Apabila kita perhatikan ketentuan pasal I 60 KUJ-1 Pidana ini. maka tindak 

pidana penghasutan ini dirumuskan secara formil (delik formi!O_ art inya untuk adan) a 

kcjahatan pcn ghasutan ini. ticlak perlu bahwa hasutan itu ada aki hatn ya . ay itu ada 

orang yang sungguh-sungguh melakukan tindak pidana. Dalam hal penghasut an 

dcngan li san mi salnya. sudah cukup kalau bta-kata yang mcnghasut itu diucapkan 

ole h si pcb hu. 

Dari apa yang telah dikemukakan di atas. maka dapatl ah disimpulkan hahv;a 

1 ~ Wi1jono Prodjodikoro . Op.Cit. hal. 159. 
15 Mujala/1 varia Perudilan Tahun XI No. 124 Januari /996, Penerbit IKAHI. hal. 26 
10 /l·faja/all Varia Pemdilan Talllt/1 XII No. 137 Pehruari /997. Penerbit IKAHI. hal. 34 . 



Hendra Yuliza Situmorang - Penghasutan yang dilakukan secara Bersama Sama di Muka Umum..

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/7/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

33 

dengan adan) <I penambahan delik di dalam KUH pidana kita. ditambah lagi dengan 

adanya pcrumusan pasal secara formil. maka sebenarnya tindak pidana pcnghasutan 

ini jauh lebih mudah untuk dijaring oleh kuh pidana kita dan sudah memadai pula 

schagai upay<l hukum prevcntir untuk mcmbcrantas atau mcngurangi kcjahatan ini eli 

negara kita. terlcpas daripada. apakah hal itu merupakan politik hukum kolonial. 

B. Bebcrapa Pcndapat Mcngcnai llnsur Delik Pcnghasutan 

Dari rumusan kctentuan pasal 160 KUH Pidana scbagaimana discbutkan di 

muka maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pokok dari pasal tersebut adalah 

sebagai berikut : 

I. Menghasut 

Dengan lisan atau tuli san 

3. Di muka umum 

4. Untuk mclakukan sesuatu tindak pidana 
. ·~ 

5. Untuk melakukan tindak kekerasan terhadap penguasa--di11um 

6. Untuk melakukan sesuatu ketidak taatan lainnya. 

a. Baik terhadap suatu peraturan undang-undang 

b. Maupun terhadap suatu pcrintah jabatan yang telah dihcrikan bcrdasarbm 

suatu peraturan undang-undang. 

Aclapun unsur pertama dari tindak pidana yang dianu· dalam pasal 160 Kl :11 

Pidana tersehut ialah menghasut (oprulen). persoalannya sekarang adalah. apakag 

yang dimaksud dengan menghasut tersebut '? 
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Dalam hal ini , undang-undang tcrnyata tidak m~mberikan pcngcrtian sccar<t 

JXtsti apakah y<tng dim<~ksud scbcn<trnva dcngan kat<t mcngh<lsut nwka kit<t <tkat1 

mcncmi pcngcrtian sccar<t umum s<tja hcrdasarbn tala hal.la~a yang ada . 
.. .... :,; ~; .. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. kata hasut. .. menghasut ·· 

mcmpunyai dua pcngcrtian. ya itu : 

I. Membangkitkan orang supaya marah (melawan. memberontak dan sebagainya) 

1 Mcnggalakkan (anjing) . 17 

Mcnurul R. Socsilo. mcnghasut artinya mendorong. 

i b mcmbangk itkan atau membakar scmangat orang supaya bcrbuat sesuatu . 

mcngajak. 

Sedangkan mcnurut Pror. Noyon Langemcijer. menghasut artinFl adalah .. 

usaha untuk mcyakinkan orang lain dcngan cara mcmbcrikan suatu gambamn yang 

dcmiki an rupa tc ntang perlunya scsuatu hal seperti ia inginkan (zijis dus zdani ge 

voo rste lling van de wenselijkheid of noodzakelijkheid a!sgeschikt is om de 

overtuiging daad van bij anderen op te wekken). !'~ 

Dari bchcrapa pcngcrtian di atas. maka dapatlah dis impulkan hah\\'<1 

mcnglwsut itu i<tiah mcrupakan upaya untuk mempcngaruhi orcmg lain secl cmiki an 

rupa. sehingga orang lain tcrscbut mau mclakukan apa yang dikehendaki oleh orang 

ya ng mcmpcn garuhi tacl i. 

Perlu dicatat bahwa ani mcnghasut disini harus dihedakan artinya dengan .. 

17 Depal'tt'lllt:n Pend id ik an cla n Kebudayaan. 1\amus Besar Balwsa /utlouesia . [J N . Ba l;1 i 
l'us laka. Jakana . 19t)5 . hal. 334 . 

IX R. Sot: s il o. Op.Cit. hill. I ~6. 
1
' ' l'<ll ll iSt lnan ll arah<tp. Ta!IJ;J;IIIIJ; ltlll'tth l'enJ;Ita.wl ,Hellllrtll llut.:um l'itla11a . Var i;1 

l'eradil il n Tahun XII . No. 14 ~ Jul i 1997. hal. 11 9. 
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membujuk ·· atau ·· menggerakkan ·· orang lain sehagaimana diatur dalam pasal )) 

ayat (I) KUH Pidana. Karena. membujuk atau menggerakkan (uitlokker) disini 

mempunyai arti tersendiri. ya ng selanjutnya se_ca1:a sepintas akan disi'hggung pada 

bagi an akhir tulisan ini . 

Menghasut disini tidak berarti memaksa atau memberi perintah. melainkan 

berusah a. terutama dengan kata-kata agar orang bergerak dengan kemauan sendiri 

untuk melakukan sesuatu terscbut. 

Dal am kata-kata yang dipcrgunakan olch pcnghasut, dapat secm·a langsung 

di scbutkan pcrbuatan mana yang diharapkan atau akan dilakukan oleh yang dihas ut. 

Atau mungkin juga perbuatan it u tidak disehutkan. akan tetapi mudah dapat 

dimengerti perbuatan apa yang dihmlapan itu . 

. lad i. mcnghasul it u dapal dilakukan sccara langsung ataupun tidak secara langsung . 

Menurut Prof. Noyon - Langimcijcr. penghasutan dapat dilakukan orang 

da lam bentuk ·· pengharapan ·· bahkan juga dalam bcntuk yang sifatnya ·· impcratif .. . 

akan tetapi tidak mungkin dalam hentuk pe ri ntah. karena perintah itu mempunyai 

suatu kckuatan mcmaksa yang tid ak dapat dibantah .. . 21 1 

Timbul pertanyaan. apakah untuk itu disehut penghadutan tersebut. penghasut 

harus memakai kata-kata yang bersirat mcmhakar scmangat orang seperti pro\'okasi? 

[),tl<tlll <tiTcsl I luge r<tad UIIlggal 2(1 _juni 191(1 dischutkan bahwa pcrhualan 

menghasut itu ticlak perlu pelaku mcmakai kata-kata yang keras yang sifatn ya 

!o Ibid. hnl. I I 9. 
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membakar hati orang. (Voor opn11mg IS niet nodig dat heftige. de hartstochten 

opwckkcndc taal wordt gcbruikt). 

Pcrtanyaan ~erikutnya adalah. apakah untuk melakukan penghasutan tcrscbut 

diperlukan adanya unsur kesengajaan (opzet). mengingat di dalam rumusan pasal 160 

KUH Pidana tidak dijumpai adanya kata-kata. ·· Dengan seng<l:ia ··. 

Dalam kaitan ini ada bcberapa rendapat. Menurut satu pendapat hahvva 

mcskipun dalam nimu s<m pasal 160 KUH Pidana tidak mensyaratkan adanya op;et 

pada diri si pclaku. namun tidak dapat disangkal bahwa perbuatan penghasut itu harus 

clilakukan dengan sengaja pendapat ini didukung oleh Prof. Simons. 

Menurut pendapal lain. bahwa kalau memang pembuat undang-undang 

menghendaki adanya unsur kesengajaan terdakwa dalam tindak pidana. maka hal itu 

harus dicantumkan dalam rumusan pasal yang bersangkutan . Pendapat 1111 didukung 

nleh Prof. Noyon Langemeijer. 

Berken<.ian dcngan itu Van Bummelcn memilih jalan tengah. Menurutnya. jika 

terdakwa menghasut supaya melakukan perbuatan. dimana_, semua o_rang tahu bah\\'a 

I • 

perhuatan terschut merupnbn tindnk pidana. maka tidak rerlu terdakwa tahu. Akal1 

tetapi. jika semua orang. tidak mcngetahui bahvva hal itu merupakan tinclak piclana. 

maka disitu tidak ada penghasutan perbuatan pidana. 21 

Menurut Moeljatno. pendapat Van Bummelen itu dapat diterima dengan 

catatan hah\va terdakwa tidak dipidanajika dia bukan tidak tahu tentang sit~H dilarang 

21 Moel_jatno. II. Op.Cit. hal. 49. 
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dan diancamnya perbuatan yang dihasutkan dengan pidana. akan tetapi juga kalau 

tidak tahunya itu adalah patutjika dilihat dari keduclukan dan keadaannya. 22 

Jadi yang menjadi kriteriumnya. menurut Moeljatno adalah pada hal 

ikhwalnva t~rdabva s~ndiri. 

Di dalam praktek peradilan. hakim bahkan juga penuntut umum . umumn\'<1 

tidak membuktikan unsur d~ngan sengaja/opzct j ika di dalam rumusan pasal yang 

bersangkutan tidak disebutkan ad<mya unsur dengan sengaja. Lain halnva unsur 

tersebut nyata-nyata discbutkan dalam rumusan pasal. 

Menurut Undang-undang. menghasut tersebut dapat dilak ukan dengan lisan 

atau dengan tuli.5an (mondcling ofbij gcschriftc). 

Apabila menghasut tcrsebut dilakukan dengan lisan. maka kejadian selestti. 

hcgitu kata-kata yang hcrsif~tt mcnghasut itu diucapkan. Schingga menurut Ncwo n. 

tidak mungkin ada percobaan penghasutan. Moeljatno sependapat dengan No) on. jika 

mcnghasut itu dilakukan dcngan I isan . 

Langemeijer. yang meneruskan buku Noyon setelah wafatnya berbeda 

rcndapat dcngan Noyon . Menurut langemeijcr. pcrcobaan penghasutan adalah 

mungk in saja tc rj ad i. m i salnya karena kegad uhan pem bicaraan penghasut tidak dapat 

dickngar. ;\tau karL:na p~mbicara tcrharu mcnjadi tidak dapat mcngucapkan pidatonya 

lagi. pada hal di dalam naskah pidatonya sudah berisi hasutan. 23 

Mcnurut R. Socsilo. karangan yang sit~ttnya menghasut harus ditulis tcrlcbih 

" Ibi d. lwl . .JlJ 
'' l)anusunan llarahap. Sll. OpCit. h<ll. 121 . 
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clahulu. kemudian tulisan itu clisiarkan atau dipertotonkan pada publik. barulah delik 

itu dianggap sclcsai. Orang yang hanya baru mcnulis karangan itu. bclum mcrupkan . 

percobaan pada delik. Jika tulisan itu sudah selesai dania bertindak untuk menyiarkan 

atau mcmpertontonkan tulisan tcrscbut: akan _tet~pi belum sampai 5crhasil. lalu 

cligagalkan. maka orang itu Lelah melakukan percobaan yang dapat dihukum. 2 ~ 

Unsur bcrikutnya dari pasal 160 KU H Pi dana ialah ·· dimuka umum ·· 

Dengan demikia n. agar tindak pidana menghasut dengan lisan atau tulisan tersebut 

clapat dikualitika:; ikan scbagai delik. maka pcrbuatan itu harus di lakukan di muka 

um um . 

Kenclatipu n demikian. adanya syarat balnva hasutan dengan lisan atau tulisan 

itu harus dilakukan eli muka umum. janganlah diartikan bahwa hasutan tersebut harus 

selalu ditcmpat-tcmpat umum saja. mclainkan cukup jika hasutan dcngan lisan itu 

dapat didengar ole public. atau hasutan dengan tulisan itu dapat dilihat oleh publik. 

Selanjutnya. walaupun pcrbuatan menghasut itu telah terjadi di tcmrat -

tempat umum. akan tetapi jika hasutan itu ternyata tidak dapat didengar oleh publik. 

maka pcrbuaLln tcrscbut tidak dapat dikualitikasikan sebagai penghasutan dcngan 

lisan. scpcrti dimaksudkan dalam pasal 160 KUH Piclana. 

lkrsama~m dcngan itu. Prof Simons bcrpcndapat bahwa karcna undang

unclang telah mensyaratkan bahwa perbuatan menghasut dengan lisan atau tulisan itu 

clilakukan eli muka umum. maka pcrbuatannya mcnyebar luaskan suatu tulisan yang 

"R. SoL:'>ilo. Op.Cit. hal. 136. 
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sit~llnya menghasut dalam suatu kalangan yang sifatnya terbatas. atau sifatnya tcrtutup 

itu. tidak mcmhuat pclakunya dap~1t dijatuhi pidana herdasarkan pasal 1 ()() 1\.t !11 
. ~"J 

, ... .$ -" ' 

Pi dana. 

Seh<~gaimana telah diuraikan pada hagian awal tuli san ini. bahw<1 tcrj adi 

pcnambahan unsur clelik dalam pasal 160 KUI-! Pidana. dimana di Belanda mul a-mul a 

pcngh asutan itu hanya cl ituj ukan kepada satu saja. yaitu untuk melakuk<1n timl ak 

pidana. kemudian sctelah tahun 1920 cliadakan pcnambahan yaitu untuk mcbkukan 

kekerasan terhadap penguasa um um. Sedangkan yang ket i ga hanya berl ak u k h usus 

untuk Indonesia. 

Kalau kita perhatikan secara seksama. maka penghas utan tersebut sehenarn ya 

cukup satu saja. yaitu un tuk me lak ukan suatu tindak pidana. Adapun penambah an 

yang kedua dan keti ga sesungguhnya sucl ah te rmas uk ke da lam ya ng pertama. Karena 

melakukan kekeras<m terhadap penguasa umum tidak mcntaati keteqJuan unclang-

unclang atau perin tah jabatan bcrdasarkan kcten tuan undang-undang ad<~l ah idcntik 

dcng<~n mclakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian . penambahan terscbut 

sehcnarn y~1 kbih mcrupakan penegasan saja dalam ketentuan undang-undang. 

Di dalam arccst 1-l ogc Raad tcrtanggal 17 Nopember 1890 antara lain telah 

memutuskan ha:nva di dalam surat dabvaan penuntut umum. secara langsung harus 

ditujukan suatu tindak pidana tertcntu yang tclah dihasutkan oleh si pelaku. wa laupun 

untuk maksud tcrsehut tidak perlu dipakai kata-kata seperti yang terdapat dalam 

rumusan undang-undang. 

Okh karcna itu. Pcnuntut l jmum di dai<lm surat dakwaanrwa tidak cukur 
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hanya menyebutkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. melainkan barus 

disebutkan pula jcnis tindak pidana. yang oleh pela~unya mclainkan harus discbutkan 

pula jenis tindak ridana. yang oleh pelakunya telah dihasutknn untuk dilakukan orang 

lain. 

Apakah perbuatan menghas ut orang lain untuk melakukan tindak pidana yang 

sebenarnya sudah te1:jadi dapat dimasukkan pengc11ian menghasut menurut kctentuan 

pasal 160 KUJ-1 Pid ana '? 

Penghasutan itu juga dapat tc1:jad i da lam hal tindakan yang oleh orang tclah 

dihasutkan untuk dilakukan oleh orang lain itu telah dimulai. Karena perbuatan 

melanjutkan suatu tindak pidana itu juga tcrmasuk dalam penge11ian tindak pidana. 

Demikian arrest Hoge Raad tangga l 18 Maret 1895 . 

Selanjutnya. seseorang dapat dipc rsa lahkan tclah mclakukan tindak pidaml 

scperti diatur dalam pasal 160 KUH Pida na. jika perbuatun menghasut tersebut 

d i tuj u kan aga r orang lain me lak ukan kckcrasan terhadap penguasa um um . 

Yang dimaksud disini dengan penguasa umum atau kekuasaan umum ial ah 

pcmcrintah. baik pcmerintah pusat maupun Pcmcrintah Dacrah. bcrikut alat-alat 

J1L' rl cngkapann ya . 

Dal am praktek. perbuatan gcdung-gcdung pemerintah itu telah dipandang 

se bagai tindak kekerasan tcrhadap penguasa umun1. walaupun untuk menduduki 

gL:dung-gcdung pcmcrintah tl'I'Sd)ut lll'~lllg tidak mcmakai sesuatu kekcrasan tcrhadap 

alat-alat perlengkapannya. 

Kemudian. seseorang dapat dijatuhi pidana berdasarkan ketcntuan pasal 160 
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KUH Pidana. _jika perbuatan menghasut tersebut ditujukan agar orang lain tidak 

mcntaati kctcntuan undang-undang atau pcrintah jahatan herdasarkan undang-undang. 

Kcndatipun di dalam kctcntuan pasal 160 KU Pidana hanya menyebutbn 

undanl!-undanl!. amun maksudnva bubn hanva undan!.!.-undan!.!. dalam arti formil vanl! 
"-- ..... _, "' .._ ._ _, ...._ 

pembcntukannya berada di tangan Presidcn dengan persetujuan DPR. pasal 5 ( 1) 

Undang-Undang Dasar 1945. akan tetapi juga undang-undang dalam arti materiel. 

yaitu meliputi scgala pcraturan pcrundang-undangan. baik yang dibentuk okh 

Pemcrintah Pusat maupun Pemcrintah Daerah (Perda misalnya). 

Sedangkan pcrintah jabatan yang dibcrikan berdasarkan kctcntuan undang-

undang. maksudn ya adalah harus sehagai suatu perintah jabatan yang diberikan oleh 

seorang pejabat yang memang berwcnang untuk mengeluarkan perintah tersebut dan 

diberikan dalamjabatannya. 

Mcngcnai hubungan orang yang mcmberikan perintah dengan orang yang 

mcncrima pcrintah disini hukan hanya sit~ll mcmbav'.;a1~,1. :sebagai _pegavva i negeri . 
/"""" . 

melainkan sctiap kewajiban untuk taat dai warga negm:a terhadap alat-alat kekuasaan 

negara.jika mereka itu bertindak memerintah . 

Adapun mengenai kcwcnangan scscorang pejabat mengeluarkan pcrintah 

jabatan. Prof Van hamel berpendar;at bahwa kewenangan tersebut ditentukan oleh 

segi formil dan segi materiel dari kewcnangannya itu. yakni oleh pengangkatannya 

dalam jabatan dari orang yang memberikan perintah dan hubungannya dengan orang 

yang diperintah. oleh vvilayah dimana ia mempunyai kekuasaan. dan oleh bentuk serta 

isi dari perintah. 
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Dari apa yang telah diura ikan dimuka. maka dapatl ah di simpul ka n bah\'<1 

penghasut han ya lah dapat clipcrsalahkan clan dipcrtanggung-j awabkan mcnmut 

Hukum Piuana berdasarkan ketentuan pasal 160 KUH PiL:kma. j ika· perbuatan itu 
~~.;;-

dit uj ukan kepacla tiga hal. ya itu : 

1. Untuk melakukan suatu tindak pidana 

Untuk me1akukan kckcrasan tcrhad ap pcnguasa umum. dan 

3. Untuk tidak mentaati ketentuan undang-undang atau perintah jabatan berdasarb n 

ketentuan undang-undang. 

Bahkan Hoge Raad mempertegus lagi bahwa Penuntut { Jmu m tid<tk cuk up 

hanya menyebutkan eli dalam suntt dakwaannya. bahwa tcrdakwa tclah llh.: lahtk<IJ I 

tindak pidana. melai nkan harus disebutkan pula jenis tindak pidana. ya ng ol eh 

pc lakun ya tc lah dihasutkan untuk dilakukan olch orang lain. 

Timhul pertan yaan sekarang. apakah penghasut dapat dipersalahL m dan 

dipcrtanggung-j mvabkan mcnurut hukum pidana bcrdasarkan b::tcntuan- p<isal 160 

KlJ H Pidana. ji b hasutan itu di luar ketiga tujuan penghasutan sebagaiman<t 

d iscbu tkan di atas. na mun ak ibatnya mcliputi ketiga hal tcrsehut '? 

. 'cbagai contoh dapat di sebutkan: 

i . Pimpinan Serikat l3 uruh ya ng menghasut buruh aga r melakuk an mogo k kc t:i<t 

ya ng mengadi li seorang terda kw<t ka rena kasu s penghinaan terh8dap agama (kasus 

Situbond o) 
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3. 1~okoh agan1a yang n1enghasut agar un1n1atnya /santrinya untuk n1engadakan 

istighosah/doa lx:rsama di dalam masjid agung meminta kl:st:mhuhan para 

guru/santri yang telah dianiaya olch p~tugas (Kasus tasikmalaya). 

Akan tctapi setelah mcrcka sclesai melakukan mogok kc1:ja mcnonton 

persidangan dan doa bcrsama. karcna mungkin merasa tidctk puas. lalu mercka itu 

melakukan pengrusakan. pembakaran toko-tokok~ rumah ibadah dan sebal!ainva. /• ~ ~ 

bahkan _i uga me I ak ukan pcngan1ayaan yang mcngaki batkan I uka-1 uka a tau pun 

meninggal duni<1. 

Olch karena mogok ke1:ja bagi buruh dilindungi undang-undang. Demikian 

pula. mcnoJllllll dan mcngganggu pcrsidangan pengadilan yang notabcllt: tcrbuk.d 

untuk umum. dan doa bersama apalagi di dalam mesjid adalah ti dak bertentangan 

dengan hukum. atau dengan kata lain. bukan hasutan yang ditujukan untuk melakukan 

sualu tindak pidana. maka sudah jclas dalam hal ini. pcnghasut tadi (pimpinan scribl 

buruh. dan tokoh agama) tidak clapat dipersa.lahkan atau dipertanggung-javvabbn 

menurut hukum pi dana berdasarkan kctcntuan pasal 160 KUH Pidana. Karena hasutan 

tidak ditujukan \cpada ketiga hal sehagaimana ditentukan oleh undang-undang secara 

I im i lati 1·. 

Lalau bagaimana clcngan akibat dari hasutan p!lll[)l!1an serikat buruh dan 

tokoh agama tadi. yaitu adanya pengrusakan dan pembakaran tokok-toko. rumah -

rumah ibadah. penganiayaan dan schagainya. 

Maka dalam hal ini. yang dapat dijadikan sebagai terdakwa adalah mereka 

yang mclakukan pengrusakan/pembakaran. dan penganiayaan. kecuali memang 
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pimpinan serikat buruh dan tokoh agama tadi ikut melakukannya. 

Dalam hal ini perlu kita ingat kembali ketentuan pasal 55 Ayat (I) I e Jan 2e 

KUH Pidana. dimana ditcntukan balm·a dihukum schagai orang yang mclakukan 

dibagi menjadi empat macam yakni : 

I. Orang yang mclakukan (plcger) 

Orang yang men yuruh ( medepleger) 

3. Orang yang turut n1elakukan (n1edeplcgerO 

4. Orang yang dengan pemherian. salah memakai kekuasaan. memakai kekerasan dan 

sebagainya dcngan scngaja mcmbujuk melakukan tindak pidana (uitlokkcrO. 

Orang tersebut harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus 

mcmakai salah satu dari jalan-jalan yang tclah ditentukan sccara limitatif pula. 

yaitu : 

a. Pcmbcrian ataujanj i 

b. Salah memakai kekuasaan atau pengaruh 

c. Kekerasan atau ancaman 
0 .tJ~ I 

d. Tipu daya 
__ ... :Jj'' 

e. Memberi kesempatan daya upaya atau keterangan. 

Menurut ketentuan pasal 55 ayat 2 bahwa pertanggung-jawaban pembujuk 

dibatasi hanya sctmpai pada apa yang dibujukkan untuk dilakukan itu sc11a akibatnya. 

Menurut Prof'. Noyon Langemeijer. untuk membedakan membujuk (uitlokker) 

dcngan mcnghasut (opruidcn) orang pcrlu mclihat pada " de gebezigdc middclcn .. 

(cara-cara yang dipakai) oleh si pelaku untuk menggerakkan orang lain melakukan 
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kejahatan tersebut. 

Dari apa yang dikemukakan di atas. maka pelaku tadi (pimpinan scrikat 

buruh. tokoh agama) yang tidak dapat dijaring berdasarkan ketentuan pasal 160 KUH 

Pidana. maka masih ada kemungkinan untuk mcmpcrlakukan kctcntuan pasal 55 ay::tt 

' .,<JI •· 

(I) I e dan 2e KUH Pi dana teristimewa selakL1 pembu_j~l-M~u penggerak ( uitlokkerO 

tcntu sa_ja cara-cara atau sarana- sarana yang dipakai olch si pclaku sifatnya limitatif. 

yaitu dengan pemberian atau janji. salah memakai kekuasaan alau peng~mi11. 

kckerasan atau ancaman. mcmbcri kcscmpatan. daya upaya atau kctcrangan. 

Jika kita harus memperlakukan ketenluan pasal 160 KUH Pidana terhadap 

pelaku tadi. walaupun penghasut yang bcrsifat mass<ll menurut hcmat penulis. bubn 

saja hal itu mempergunakan penafsiran yang terlalu luas yang bertentangan Jengan 

asas legalitas. _juga bertentangan dcngan hak-hak asasi manusia. karena mcmhuat 

pertanggung-_jawaban pidana yang terlalu luas kepada terdakwa. Oleh seb~1b itu pula. 

nwsih rei evan. _j ika _jurisprudensi menyatakan bahwa pcnghasut hanya dapat 

dipertanggung-_jawabkan terhmiap perbuatan yang dimaksudkan semub. dan bubn 

d~ib<tl lchih l<~n,iul dmi pcrbu~ll~111 ~'ang dinwl\:sudk~tll scmula tcrscbut. 
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BABV 

KESJl\'fPULAN DAN SARAN 

Setelah mengadakan pemb<lhasan pada bab-bab terdahulu maka sampailah penulis pada 

bagian akhir penulisan skripsi ini dimana penulis akan berusaha memberikan Kesimpulru1 dan 

Saran. 

A. Kesimpulan 

I . Penghasut berdasarkan ketentuan pasaJ 160 KUH pidana hanya dapat dipertanggung 

jawabkan menurut hukum Pidana atas perbuatannya, jika penghapusan tersebut ditujukan 

kepada tiga hal, yaitu : 

a. Untuk melakukan suatu tindak pidana 

b. Untuk melakukan kekerasan terhadap penguasa umum 

c. A tau untuk tidak mentaati ketentuan undang-undang at au perintah jabatan yang 

dibcrikan berdasarkan ketentuan undang-w1dru1g. 

2. .Dalam suatu jenis penghasutan seperti yang dimaksud oleh pasal 160 KUH pidana tidak 

diperlukan unsur penghasutan tersebut memakai kata-kata pembakar semangat, asalkan 

massa yang dihasut tersebut telah melakukan perbuatan pidana disertai dengan perbuatan 

pcnglmsut terscbut dilnkukan dengan sengnja dan srH.lllr maka kepadll pcnghnstlt suduh <Jnpat 

dmnntakan pertanggung-Jawabannya secara pldaJla. 



Hendra Yuliza Situmorang - Penghasutan yang dilakukan secara Bersama Sama di Muka Umum..

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/7/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

76 

3. Penghasutan yang mempakan pclanggaran terhadap pasal 160 KUH Pidana tidak dapat 

dimintakan pelianggung-jawabannya kepada penghasut yan g tidak menjalankan 

penghasutannya dimuka umum baik secara lisan maupun tulisan karena undang-undang 

meminta pertanggung-jawaban penghasut tersebut di lakuka~ dimuka umum. Dan hal ini 
/.., _; ,,, .• 

juga juga berarti penghasutan tersebut tidak berlaku bagi jenis penghasutan lilltuk 

sekelornpok kecil manusia, atau didalam melakukan penghasutan tersebut ternyata dalam 

keadaan ribut sehingga massa yang dihasut tidak mendcngar ajakan penghasut lalu massa 

membuat perbuatan pidana mab pcnghasut dalam hal ini tidak dapat dirnintakan 

pertanggung-jawabannya. 

4. Penghasutan tersebut sebenamya cukup satu saja., yaitu untuk melakukan suatu tindak 

pidana. Adapun penambahan yang kedua dan ketiga sesungguhnya sudah terrnasuk kedalam 

yang penama. Karena mciakukan kekcrasan terbadap penguasa um um tidak mentaati 

ketentuan undang-undang atau perintah jabatan berdasarkan ketenman undang-undang 

adalah identik dengan melakukan suatLJ. tindak - pidana. Dengan demikian penambahan 

tcrsebut scbenarnya lebih mcrupakan pcnegasan saja dalam kercmuan undang-undang. 
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B. S:mm 

Hendaknya kepada aparat penegak hukum dapat mempertimbangkan hak-hak keadilan 

kepada seorang penghasut jika temyata akibat penghasutan yang tidak dikehendaki 

pcnghasut terscbut dimintakan pertanggung-jawabannya. Hal ini bukan saja bertentangan 

asas legalitas melainkan pula bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. 

2. Kepada masyarakat luas juga hcndaknya dapat lebih menyadari kepentingan 

siapa sebenamya yang diperjuangkan dalam suatu ajakan untuk melakukan aksi massa yang 

didahului adanya penghasutan, sehingga dengan hal terscbut massa tidak be!,ritu saja 

gampang untuk dikumpulkan dan digerakkan se11a melakukan bentuk demonstrasi

demonstrasi yang tidak diketahui ~pa sebenamya yang diperjuangkan. 

3. Kepada masyarakat luas juga disarankan jika temyata jalan satu-satunya untuk didengarkan 

pendapat mereb adalah dengan cara demonstrasi maka demonstrasi tersebut hendaklah 

murni dilaksanakan dan dilakukan kepala dingin, sehingga dengan hal tersebut tidak 

membawa akibat kepada bentuk perusakan-perusakan milik masyarakat Iainnya. 

4. Satu hal yang perlu disaarankan dalam bagian penutup ini adalah berkumpulnya masyarakat 

dalam bentuk besar adalah suatu keadaan yang dapat dimanfaatkan oleh sekelompok orang 

bagi kepentingan untuk mengganggu dan juga menjalankan aksi-aksi pengrusakan, 

sehingga dengan hal tersebut disarankan agar massa yang melakukan unjuk rasa dapat 

menjalankan aksinya secara terkoordinir dan tidaak melakukan aksi pengrusakan . 
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